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Kata Pengantar 

 

Sepanjang tahun 2014, Biro Administrasi dan Sistem Informasi 

Laporan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia telah 

menerima laporan/pengaduan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan 

perijinan dan ekonomi dengan jumlah angka yang menunjukan 

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. 

Angka jumlah laporan/pengaduan masyarakat tersebut dapat 

dipergunakan sebagai data untuk mendukung kinerja instansi 

pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pelayanan perijinan dan 

ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan yang ada di 

masyarakat.  

Berangkat dari hal di atas, Biro Administrasi dan Sistem Informasi 

Laporan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia 

berinisiatif untuk menyusun kumpulan infografis data pelayanan 

perijinan dan ekonomi yang menampilkan data secara sederhana dan 

mudah dicerna oleh mereka yang membacanya. Diharapkan tampilan 

data melalui infografis ini dapat menjadi masukan bagi pimpinan 

Ombudsman dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja 

pemerintah dalam memberikan pelayanan perijinan dan ekonomi 

kepada masyarakat. 

 

Jakarta,   Mei 2015 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Ombudsman 

Republik Indonesia 
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Pendahuluan 

 

1. Latar  Belakang 

Setiap tahun, jumlah laporan/pengaduan masyarakat pada 

kantor Ombudsman Jakarta yang mengeluhkan tentang 

maladministrasi pelayanan publik di bidang perijinan dan ekonomi 

terus bertambah. Laporan/pengaduan masyarakat tersebut dikelola 

dan diregistrasi ke dalam aplikasi SIMPeL database untuk 

memudahkan pencarian data.  

Database laporan masyarakat memuat sejumlah informasi 

antara lain berupa permasalahan-permasalahan pelayanan publik 

perijinan dan ekonomi yang dikeluhkan masyarakat.  

Buku ini merupakan hasil dari diskusi anggota tim penyusun 

yang berharap informasi dalam database dapat dipergunakan oleh 

pembuat kebijakan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik 

di bidang perijinan dan ekonomi yang meliputi layanan 

asuransi/jaminan sosial, layanan cukai/pajak, layanan 

energi/sumber daya alam, layanan imigrasi, layanan kelautan, 

layanan lingkungan hidup, layanan penanaman modal, layanan 

perbankan, layanan perdagangan dan industri, layanan 

perhubungan/ infrastruktur, layanan perijinan (PTSP), layanan 

perikanan, layanan perkebunan/kehutanan, layanan pertanahan, 

layanan pertanian, dan layanan telekomunikasi. 

 

2. Permasalahan 

Selama ini, penyajian data hanya berupa tabel yang memuat 

angka jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan pengelompokan yang meliputi cara penyampaian, 

klasifikasi pelapor, instansi terlapor dan wilayah. Namun data yang 

disajikan belum menceritakan secara lebih rinci tentang 

permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Angka jumlah 

laporan/pengaduan masyarakat yang masuk tersebut belum 
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menceritakan keluhan-keluhan masyarakat terhadap substansi-

substansi pelayanan publik di bidang perijinan dan ekonomi. 

 

3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan buku ini adalah menghimpun 

informasi dari database aplikasi SIMPeL untuk dipergunakan bagi 

pihak yang membutuhkan data laporan/pengaduan masyarakat yang 

mengeluhkan pelayanan publik di bidang perijinan dan ekonomi. 

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah memberikan data dan 

informasi tentang keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan 

publik di bidang perijinan dan ekonomi. 

Penggunaan infografis dalam buku ini juga untuk semakin 

memudahkan pembaca dalam memahami peta permasalahan 

pelayanan publik yang dikeluhkan oleh masyarakat di Ombudsman 

RI.  

Diharapkan melalui buku ini, para pemangku kepentingan 

dapat terinspirasi untuk membuat berbagai kebijakan untuk 

memperbaiki pelayanan publik, khususnya untuk mengatasi 

berbagai permasalahan layanan perijinan dan ekonomi yang 

dikeluhkan oleh masyarakat. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Sumber data berasal dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen 

Penyelesaian Laporan (SIMPeL). 

Data yang dikumpulkan adalah: 

a. data substansi permasalahan layanan kebutuhan dasar yang 

meliputi: 

- layanan asuransi/jaminan sosial; 

- layanan cukai/pajak; 

- layanan energi/sumber daya alam; 

- layanan imigrasi; 

- layanan kelautan;  
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- layanan lingkungan hidup; 

- layanan penanaman modal;  

- layanan perbankan; 

- layanan perdagangan dan industri; 

- layanan perhubungan/infrastruktur;  

- layanan perijinan (PTSP); 

- layanan perikanan; 

- layanan perkebunan/kehutanan; 

- layanan pertanahan; 

- layanan pertanian; dan  

- layanan telekomunikasi. 

b. data jenis dugaan maladministrasi yang meliputi: 

- berpihak; 

- diskriminasi; 

- konflik kepentingan; 

- penundaan berlarut; 

- penyalahgunaan wewenang; 

- penyimpangan prosedur; 

- permintaan imbalan uang, barang dan jasa; 

- tidak kompeten; 

- tidak memberikan pelayanan; dan  

- tidak patut. 

c. data penutupan laporan yang meliputi: 

- bukan wewenang; 

- investigasi lapangan; 

- klarifikasi lisan; 

- klarifikasi tertulis; 

- mediasi/konsiliasi; 

- pelimpahan/diteruskan; 

- permintaan pelapor; 

- rekomendasi; 

- saran; 
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- tidak ditemukan maladministrasi; dan 

- tidak melengkapi data. 

d. data kutipan pemangku kepentingan. 

 

 

5. Metode Pengelompokan Data 

Data dikelompokkan berdasarkan: 

a. Aspek permasalahan yang dikeluhkan di masing-masing 

layanan; 

b. Aspek jenis dugaan maladministrasi di masing-masing layanan; 

c. Aspek penutupan laporan di masing-masing layanan; 

d. Berita yang berisi kutipan pemangku kepentingan di masing-

masing layanan. 
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Infografis  Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat 

yang Masuk 
 

Sepanjang tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah 

menerima 421 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan 

maladministrasi pelayanan terkait perijinan dan ekonomi dengan 

substansi terdiri dari: 

 

No Substansi Jumlah 

1 Asuransi/jaminan sosial 10 

2 Pengaduan cukai/pajak 20 

3 Energi/sumber daya alam 5 

4 Imigrasi 8 

5 Kelautan 1 

6 Lingkungan hidup 17 

7 Penanaman modal 3 

8 Perbankan 29 

9 Perdagangan dan industri 21 

10 Perhubungan/infrastruktur 43 

11 Perijinan (PTSP) 27 

12 Perikanan 2 

13 Perkebunan/kehutanan 16 

14 Pertanahan 214 

15 Pertanian 2 

16 Telekomunikasi 3 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa substansi pertanahan merupakan 

layanan perijinan dan ekonomi yang paling banyak dilaporkan oleh 

masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada 

tahun 2014. 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan substansi yang terkait dengan pelayanan perijinan dan 

ekonomi, ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman 

berikut. 
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Pengaduan atas dugaan maladministrasi 

layanan perhubungan/infrastruktur 

mendominasi laporan masyarakat terkait 

pelayanan perijinan dan ekonomi tahun 

2014 
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Infografis  Data Substansi 

Laporan/Pengaduan Masyarakat 

I. Layanan Asuransi/Jaminan Sosial 

 

Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 

10 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi 

pelayanan terkait pelayanan dan perijinan untuk substansi 

asuransi/jaminan sosial dengan isi pengaduan sebagai berikut: 

 

No Layanan yang dilaporkan Jumlah 

1 Perusahaan asuransi 1 

2 BPJS 3 

3 Otoritas Jasa Keuangan 1 

4 Pemda 1 

5 Rumah Sakit 1 

6 Kelurahan 1 

7 Kementerian/Lembaga 2 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan oleh BPJS merupakan 

isi keluhan terkait substansi asuransi/jaminan sosial yang paling 

banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor 

Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. 

 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan isi keluhan terkait substansi asuransi/jaminan sosial, 

ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut. 
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Layanan BPJS paling banyak dikeluhkan 

oleh masyarakat yang menggunakan 

layanan asuransi/jaminan sosial 
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1. Layanan Perusahaan Asuransi yang dikeluhkan: 

 

Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 

5 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan KTP/e-KTP yang 

mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: 

 

No Isi laporan Jumlah 

1 Penolakan klaim asuransi 1 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa proses klaim asuransi dikeluhkan 

oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta 

pada tahun 2014. 

 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan isi laporan untuk layanan perusahaan asuransi, 

ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut. 
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  Masyarakat mengeluhkan layanan 

perusahaan asuransi yang menolak klaim 

asuransi 
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2. Layanan BPJS yang dikeluhkan: 

 

Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 

3 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan BPJS yang 

mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: 

 

No Isi laporan Jumlah 

1 Pembayaran jaminan hari tua 1 

2 Kepesertaan BPJS Kesehatan 1 

3 Tindak pengusiran oleh 

petugas BPJS 

1 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa beragam layanan BPJS 

dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di 

Jakarta pada tahun 2014. 

 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan isi laporan untuk layanan BPJS, ditampilkan dalam 

bentuk infografis dalam halaman berikut. 
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Keluhan atas layanan BPJS meliputi 

pembayaran jaminan hari tua, keanggotaan 

dan perilaku petugas  
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3. Layanan Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluhkan: 

Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 

1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Otoritas Jasa 

Keuangan yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: 

 

No Isi laporan Jumlah 

1 Penggantian manajemen 

perusahaan asuransi 

1 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa keputusan OJK dikeluhkan oleh 

masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada 

tahun 2014. 

 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan isi laporan untuk layanan OJK, ditampilkan dalam 

bentuk infografis dalam halaman berikut. 
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  Penggantian manajemen perusahaan 

asuransi menjadi layanan OJK yang 

dikeluhkan masyarakat 
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4. Layanan Pemda yang dikeluhkan: 

Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 

1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Pemda yang 

mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: 

 

No Isi laporan Jumlah 

1 Layanan rumah perlindungan 

sosial anak 

1 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan rumah perlindungan 

sosial anak oleh Pemda dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke 

kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. 

 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan isi laporan untuk layanan Pemda, ditampilkan dalam 

bentuk infografis dalam halaman berikut. 
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Masyarakat mengeluhkan layanan rumah 

perlindungan sosial anak yang 

diselenggarakan oleh Pemda 
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5. Layanan Rumah Sakit yang dikeluhkan: 

Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 

1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan rumah sakit yang 

mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: 

 

No Isi laporan Jumlah 

1 Pelayanan kepada peserta 

BPJS 

1 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan rumah sakit kepada 

peserta BPJS dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor 

Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. 

 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan isi laporan untuk layanan rumah sakit, ditampilkan 

dalam bentuk infografis dalam halaman berikut. 
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Masyarakat yang menjadi peserta BPJS 

mengeluhkan rumah sakit yang tidak 

memberikan pelayanan kepada masyarakat 



20 

 

6. Layanan Kelurahan yang dikeluhkan: 

Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 

1 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Kelurahan yang 

mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: 

 

No Isi laporan Jumlah 

1 Surat keterangan untuk 

mendaftar BPJS 

1 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengurusan surat keterangan 

untuk mendaftar BPJS dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke 

kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. 

 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan isi laporan untuk layanan kelurahan, ditampilkan 

dalam bentuk infografis dalam halaman berikut. 
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Layanan kelurahan yang tidak memberikan 

surat keterangan untuk mendaftar BPJS 

dikeluhkan oleh masyarakat 
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7.Layanan Kementerian/Lembaga yang dikeluhkan: 

Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 

2 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan 

Kementerian/Lembaga yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: 

 

No Isi laporan Jumlah 

1 Klaim asuransi meninggal 

dunia 

1 

2 Pembayaran Taspen 1 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan asuransi/jaminan sosial 

oleh K/L dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor 

Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. 

 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan isi laporan untuk layanan K/L, ditampilkan dalam 

bentuk infografis dalam halaman berikut. 
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Layanan kementerian/lembaga dikeluhkan 

oleh masyarakat yang memiliki masalah 

pembayaran klaim asuransi dan Taspen 
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II. L ayanan Cukai/Pajak 
 

Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 

20 laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi 

pelayanan terkait perijinan dan ekonomi untuk substansi 

cukai/pajak dengan isi pengaduan sebagai berikut: 

 

No Layanan yang dilaporkan Jumlah 

1 Ditjen Pajak /kantor pajak 9 

2 Ditjen Bea dan Cukai 6 

3 Pemda 3 

4 Kelurahan 1 

5 BUMN 1 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa layanan oleh Ditjen Pajak/kantor 

pajak merupakan isi keluhan terkait substansi cukai/pajak yang 

paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke kantor 

Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. 

 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan isi keluhan terkait substansi cukai/pajak, ditampilkan 

dalam bentuk infografis dalam halaman berikut. 
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Layanan Direktorat Jenderal Pajak/kantor 

pajak paling banyak dikeluhkan oleh 

masyarakat pengguna layanan cukai/pajak 
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1. Layanan Ditj en Pajak/Kantor  Pajak yang dikeluhkan: 

Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 

9 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Ditjen 

Pajak/kantor pajak yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: 

 

No Isi laporan Jumlah 

1 PPNBM 1 

2 Tindak lanjut laporan 

penggelapan pajak  

1 

3 Perhitungan pajak 1 

4 Penerbitan surat ketetapan 

kurang bayar pajak 

2 

5 Permohonan 

pengurangan/penghapusan 

sanksi administrasi 

1 

6 Penyampaian blanko 

pembayaran SPPT PBB 

1 

7 Hasil pemeriksaan pajak 1 

8 Penarikan pajak pupuk 

bersubsidi 

1 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerbitan surat ketetapan 

kurang bayar pajak dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke 

kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. 

 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan isi laporan untuk layanan Ditjen Pajak/kantor pajak, 

ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut. 



27 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerbitan surat ketetapan kurang bayar 

pajak oleh Ditjen Pajak/kantor pajak 

mendominasi masalah yang dikeluhkan 

masyarakat 
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2. Layanan Ditjen Bea dan Cukai yang dikeluhkan: 

 

Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 

6 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan Ditjen Bea dan 

Cukai yang mengeluhkan hal-hal sebagai berikut: 

 

No Isi laporan Jumlah 

1 Petugas bea dan cukai 1 

2 Pengembalian aset 

perusahaan 

1 

3 Tindakan korupsi suap 1 

4 Penetapan bea masuk pajak 1 

5 Pengembalian restitusi bea 

masuk 

1 

6 Impor barang 1 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa beragam layanan Ditjen Bea dan 

Cukai dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke kantor 

Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. 

 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan isi laporan untuk layanan Ditjen Bea dan Cukai, 

ditampilkan dalam bentuk infografis dalam halaman berikut. 
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Layanan Ditjen Bea dan Cukai yang 

dipermasalahkan oleh pelapor adalah 

perilaku petugas dan prosedur layanan 

bea cukai 
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3. Layanan Pemda yang dikeluhkan: 

 

Pada tahun 2014, Kantor Ombudsman RI di Jakarta telah menerima 

3 laporan/pengaduan masyarakat terkait layanan cukai/pajak yang 

diselenggarakan oleh Pemda yang mengeluhkan hal-hal sebagai 

berikut: 

 

No Isi laporan Jumlah 

1 Pengurangan PBB bagi 

pensiun 

1 

2 Informasi nilai jual objek 

pajak 

1 

3 Pembayaran pajak SPPT 

PBB 

1 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa beragam layanan cukai/pajak 

yang diselenggarakan oleh Pemda dikeluhkan oleh masyarakat 

yang datang ke kantor Ombudsman di Jakarta pada tahun 2014. 

 

Data jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk 

berdasarkan isi laporan untuk layanan Pemda, ditampilkan dalam 

bentuk infografis dalam halaman berikut. 
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Layanan cukai/pajak yang diselenggarakan 

oleh Pemda yang dikeluhkan adalah 

prosedur layanan dan kejelasan informasi 


